
 
 

 

 

 

 

 
 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 27 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PANGKALPINANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 
Menimbang:  a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum KELIMA intruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pecegahan 

Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

                     b.      bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 

2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, 

dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk 

dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 diLingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang; 

 

 



 
 

 

 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945; 

2. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 

Nomor56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta Penyampaiannya; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 



 
 

 

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2019  Nomor 18); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN  WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Pangkalpinang. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang 

yang dipimpin oleh Kepala OPD selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

 

 

 



 
 

 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPBD adalah instansi yang bertugas melakukan 

kajian terhadap peristiwa atau kejadian untuk dapat disebut 

sebagai bencana. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi OPD yang dipimpinnya. 

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagaian tugas BUD. 

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

wewenang pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi OPD. 

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas sebagian BUD. 

13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat 

dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan 

ketertiban didaerah dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup. 

 



 
 

 

14. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah uang 

untuk menambah persediaan apabila saldo uang persediaan 

tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang dimaksud dan 

tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

langsung. 

15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan 

yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD 

yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan. 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 

dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

20. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute 

Respiratory Syndrome Corona Virus-2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah Kota perlu melakukan langkah antisipasi 

dan penanganan dampak penularan COVID-19. 

(2) Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan penggunaan 

APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19. 

 

Pasal 3 

(1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan 

COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan 

rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

(2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan 

memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19. 

(3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan 

pada APBD. 

 Pasal 4 

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan 

dalam rancangan perubahan  APBD. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB II 

TATA CARA PELAKSANAN PENATAUSAHAAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 5 

(1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai 

kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19 dilakukan dengan tahapan: 

a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait 

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk 

mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-

19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola 

keuangan daerah selaku bendahara umum daerah; 

b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara 

umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada 

kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan 

antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling 

lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana 

kebutuhan belanja; 

c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme tambah 

uang; 

d. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c 

diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat 

daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19; 

e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri 

oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang 

secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan 

dampak penularan COVID-19; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

f. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait 

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan 

terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19 yang dikelolanya; 

g. pertanggungjawaban atas penggunaan dan aantisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan 

oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait 

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah 

dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan 

lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; 

h. surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana 

dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini; dan 

i. dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Biaya baru 

sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat 

Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu 

pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                           

 

                          BAB III 

                            PENUTUP 

    Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota in dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

Pada tanggal 20 April 2020 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

        dto 

 

MAULAN AKLIL 

 
Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal  20 April 2020. 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG, 

          dto 

 

RADMIDA DAWAM 

 

 

 
BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 20 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN  

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

NOMOR  27 TAHUN 2020 

TENTANG  MEKANISME PENGGUNAAN   BELANJA TIDAK    
TERDUGA  DALAM RANGKA PERCEPATAN 
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 

 

KOP SURAT 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : 

NIP :  

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Jumlah uang yang dimintakan pada Rencana Kebutuhan Belanja dipergunakan untuk 

keperluan guna membiayai kegiatan sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan 

Belanja yang sudah diajukan sebelumnya. 

2. Jumlah pembayaran tersebut di atas adalah benar yang kami lakukan sesuai dengan 

bukti-bukti yang menjadi lampiran pertanggungjawaban atas penggunaan uang 

tersebut dan apabila terjadi kesalahan administrasi ataupun kerugian daerah 

merupakan tanggung jawab kami selaku kepala perangkat daerah. 

3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tidak benar, maka saya 

selaku kepala perangkat daerah bersedia dikenakan sanksi hukuman menurut 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan 

dibuat dengan sebenarnya. 

  

 Pangkalpinang,       April 2020 

 Kepala OPD, 

 

 

  

 Nama  

 NIP. 

 

 

 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

 

          dto 

 

 

MAULAN AKLIL 


